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ABSTRAK 

TTNJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI B AGI 
NARAPIDANA YANG MENDONORKAN OARAH 

(Studi Kasus di Lembaga P emasyarakatao Kelas I Taojung Gusta) 

OLEH 
A RI A N DI 

NPM : 07 840 0233 
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Narapiclana sebagai \\-'llrga binaan Lembaga Pemasyarakalan. sewaletu menjalani 
pidana di Iembaga pemasyarakatan kumng diperhatikan hale asasi sebagai manusia. 
Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bulcan berani hak
haknya dicahut Salah satu bale narapidana adalah mendapatkan remisi. yang dalam 
kajian ini dibatasi dalam ha! kegiatan pendonoran darab. 

Remisi merupakan perwujudan dari kemajuan dan perlindungan hak asasi 
manusia berdasarkan sistem pemasyaralcatan, tapi seiring dengan perkembangan dan 
adanya hukum positif mcmberikan kejelasan teotang ani remisi berdasarkan Pasal I 
Ayat I Keputusan Prcsidcn rcpublik Indonesia No. 174 Tahun 1999, Remisi adalah 
pengumngan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anale pidana yang 
telah berkelalcuan baik selama mcnjalani pidana 

Donor sering diidentikkan dengan arti menyumbangkan darah oleh PMI 
(Palang Merah Indonesia) oleh masyaralcat awam, tetapi seiring dengan perkembangan 
teknologi abad ini, tennasuk perkembangan dalam dunia kedokteran. meningkat pula 
keperluan terhadap bagian-bagian tenentu dari tubuh manusia, tidak hanya darah yang 
dapat disumbangkan melainkan organ-organ tubuh manusia lain sepeni mata. jantung, 
hati, ginjal, clan sebagainya. 

Remisi yang merupakan sua1u anugrah bagi narapidana memberikan suatu 
harapan bagi mereka yang telah melakukan perbuatan mclanggar hukum sehingga, 
dikenakan sanksi sesuai aturan hukum. Pemberian remisi yang telah ada diatur dalam 
U nadang undang No. I 2 tahun 1995 Tentang Pemasyaralcatan. Merupakan suatu hal 
yang manusiawi karena setiap manusia memiliki hak ai.asi dan telah ada sejak lahir. 
Bila dihubungkan dengan pendonoran salab satu organ tubuh yang dilak-ukan oleh 
narapidana tentulan menjadi tanda tan ya mengapa perbuatan lersebut diperbolehkan. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kebakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 
1998 tanggal 14 mei 1998 tentang Tambahan Remisi Bagi NarapidWUI Yang Menjadi 
Dooor Organ Tubuh clan Donor Darah karena perbuatan terscbut merupalcan ha! yang 
msifat kemanusiaan serta adanya balas jasa berupa pemberian remisi kepada 
n;npidana sebesar Yz (satu per dua) dari remisi umun yang diperoleh pada tahun yang 
bcrsangkutan. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Sanksi pidana merupakan masalah pokok yang k"etiga di dalam hukum 

pidana yang sebenamya merupakao sarana atau instrument yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan hukum pidana Sanksi pidana bukan merupakan rujuan 

akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang 

sesungguhnya 1 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis 

sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar 

hukum yakni terdapat dalam Pasal I 0 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana 

tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 

pidana denda sedangkan pidana tarnbaban terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, 

perampasan barang-barang tertentu,dan pengumuman putusan hakim. 

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan 

adalah pidana pcnjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi 

masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar 

hukum, pidana penjara juga disebut sebagai "pidana hilang kemerdekaan" dimana 

seseorang dibuat tidak berdaya clan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.2 

1 S.R. Sianruri. Asas·A$as Hukum Pidana di Jndon/!$/a don Pene.rapannya. Jakana: Alumni 
AHAEN- PETEHAEM. 1989. Hal 57. 

2 P8njai1an,Pctn1s !wan dan Pandapotan Simorangl<ir. umbaga Pemasyarakatan dalam 
Pers�/<JifSlstem Peradilan Pidana. Jakarta. Pus!aka Sinar Harapan: 1995. Hal 14. 
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Sistem pemenjaraan yang sangat menekan.kan pada wisur balas dendam clan 

penjeraan yang sccara berangsur-angsur dipanclang sebagai suatu sistem dan sarana 

yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi clan reintegrasi sosial agar 

narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendnk untuk melakukan 

tindak pidana clan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab 

bagi di.ri sendiri. keluarga, clan lingkungan. 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejnk tahun 1964 sistem pembinaan 

bagi narapidana clan anak piclana telah berubah secara menda.sar yaitu dari sistem 

kepenjaraan menjadi sistem pemasyarnkatan. Begitu pula institusinya yang semula 

disebut rumah pcnjara dan rurnah pendidikan negara menjadi Lembaga 

Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Din:ktorat Pemasyarakatan 

No. J.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964. 

Proses pelaksanaan piclana penjara dengan sistem pemasyarnkatan sebagai 

pembaharuan pelaksanaan piclana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan 

yang mengandung dua hal. Hal yang pertama, mengandung suatu pemikiran 

tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi bcrkcnaan dengan 

upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang kedua. mengandung 
\. 

suaru kegiatan pemikiran tentang perlnkuan cara baru terhadap narapidana dalam 

rangka sistem pemasyarakatan.3 

' Bambang Pocmomo. P�la4Jana<1n Pidana Penjara tkngan Sumn PemllS)•ara!aran. 
Yogyakarta: Liberty Vog)akaru. 1985. Hal 13. 
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Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di 

dalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang positif dari para pihak yaitu 

pihak petugas yang berwenang terutama polisi, jaksa, hakim dan pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan (instrumental input}, dan dari pihak masyarakat yang menjadi 

wadah kehidupan manusia (environment input). Keterpaduan para pihak yang 

berproses dalam pembinaan sislem pemasyarakalan akan menghasilkan (011t-put) 

bekas narapidana yang menjacli anggota masyarakat kembali dan dapat 

menyelaraskan diri serta taal kepada hukum. 

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu 

menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan kurang cliperhatikan hak asasi 

sebagai manusia. Perlu dipaharni bahwa dengan pidana yang clijalani narapidana 

itu bukan berarti hak-haknya dicabut. 

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak 

sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan clikatakan bahwa narapidana berhak untuk: 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan. 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupunjasmani. 

c. Mendapat pencliclikan dan pengajaran. 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 

e \1enyampaikan keluhan. 

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa Iainya yang 
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tidak dilarang. 

g. Mendapatkan upah arau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya. 

1. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi tennasuk cuti mengunjungi keluarga. 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 

I. Meodapatkan cuti menjelang bebas. 

4 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturao perundang-undangan yang 

berlaku. 

Sesuai deogan Pasal 14 ayat (I) hurufi Undang-Undang No. 12 tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan 

pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak 

sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah 

hadiah yang diberikan pemerintah kepada para oarapidana. 

Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa 

persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga 

Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana 

berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama 

dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di 

daJam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No.12 
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Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Kepurusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 

tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan 

l\o.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 

Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehal<lman dan BAM RI 

No.M.04-HN.02.0 I Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan 

Anak Didik. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 

Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana 

yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara 

Dengan Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan. 

Pada penelitian ini akan dibahas kaitan antara pembcrian rcmisi bagi 

narapidana yang mendonorkan darahnya. Apakah dengan pendonoran darah 

tersebut sear.mg narapidana mendapatkan penilaian berkelalcuan baik dan 

sekaligus mendapatkan remisi. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Sebelwn dilakukan pembahasan atas judul yang diajuka perlu kiranya pada 

bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul 

skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Remisi Bagi 

Narapidana Yang MendonorkAn Darah (Studi Kasus di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas l Tanjung Gusta)�. 
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